PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan
Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran
2012;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);




4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat "Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010



11.

12,

13.

14.

15.

16.

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65

Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan



18.

19.

20,

21

22,

23.

24.

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor 9);

.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011

Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2012 Nomor 3);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menetapkan

dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1
(1). Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas; dan
d. Catatan atas Laporan Keuangan.
(2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah...................... Rp.7.200.498.304.672,00
b. Belanja Daerah ...ssscosesssssmmmesens Rp.7.632.295.295.420,00
DefiSit.cceiiiiiiiiniiiiiiiiicieceeen Rp. (431.796.990.748,00)

c. Pembiayaan Daerah.........c..cccoeunnen
- Penerimaan Daerah .................. Rp. 711.836.577.826,62
- Pengeluaran Daerah.................. Rp. 265.311.996.032,00
Pembiayaan Netto ..................... Rp. 446.524.581.794,62

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(21005 P —————— Rp. 14.727.591.046,62



Pasal 3

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. (688.542.211.821,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah

perubahan .easesomeemmse Rp.7.889.040.516.493,00
2. Realisasi ....cocoveuvenenieiniinienenncnees Rp.7.200.498.304.672,00
Belisih Burang. oo anmsomossmmsens Rp. (688.542.211.821,00)

b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp.(672.873.961.437,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah

505 g %1 2L - o R — Rp.8.305.169.256.857,00
oS T —— Rp.7.632.295.295.420,00
Selisih kurang.......cccccoovveveninnnnn. Rp. (672.873.961.437,00)

c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah
Rp. 15.668.250.384,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran defisit setelah perubahanRp. (416.128.740.364,00)
2. Realisasi .....covveveenieenninieniiennines Rp. (431.796.990.748,00)
Selisih lebih ....ccoveiveniiiniinieninnns Rp. 15.668.250.384,00

d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. (9.135.177.790,38) dengan rincian sebagai

berikut:
1. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan .......ccccceveveenn Rp. 720.971.755.617,00
2. Realisasi.....ccceoevririnrinieniiiiiennnnns Rp. 711.836.577.826,62
Selisih ktiranig ...csiommasmmomess Rp. (9.135.177.790,38)




e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. (39.531.019.221,00) dengan rincian sebagai
berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan .................... Rp. 304.843.015.253,00
2. REAlSASI...evevereeeeeeeerererereeseeenens Rp. 265.311.996.032,00
Selisih KUrang.......occoeeeueevevene.. Rp. (39.531.019.221,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp. 30.395.841.430,62 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan .................... Rp. 416.128.740.364,00

2. Realisasi pembiayaan neto ........ Rp. 446.524.581.794,62

Selisih lebih .......ccooooiiiiiini. Rp. 30.395.841.430,62
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31
Desember Tahun 2012 sebagaimana berikut :

a. Jumlah Asset.......ccccoviviinnnnenn Rp.13.159.670.199.593,50

b. Jumlah Kewajiban................ Rp. 1.398.571.280.253,24

c. Jumlah Ekuitas Dana........... Rp.11.761.098.919.340,20
Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun
2012 sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2012... Rp. 705.696.062.686,62
b. Arus Kas dari aktivitas operasi ..... Rp. 371.810.607.079,00
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non

ReUahigan ..cccusssvvsmmssssmesevssus Rp. (803.607.597.827,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (265.311.996.032,00)
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran Rp. 8.310.632.291,00)

f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember
2 A 1 b O ———————— Rp. 14.965.304.216,62



Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

huruf d Tahun Anggaran 2012 memuat informasi baik

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan

Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.

Lampiran
Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran

Lampiran
Lampiran

Lampiran
Lampiran

Lampiran

Lampiran
Lampiran

I
L1

1.2

1.3

1.4

1.5 :

1.6
1.7

1.8

1.9

I1.10 :

I.11 :
.12 :

: Ringkasan

: Rekapitulasi

: Rekapitulasi

: Laporan Realisasi Anggaran

laporan  realisasi

menurut urusan Pemerintahan Daerah dan

anggaran

Organisasi;

: Rincian laporan realisasi anggaran menurut

urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;
realisasi anggaran

urusan Pemerintahan

belanja
daerah, menurut
Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

Daftar jumlah pegawai per golongan per

jabatan ;

: Daftar piutang daerah;
: Daftar penyertaan modal (investasi)

daerah;

: Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

: Daftar perkiraan penambahan dan
pengurangan aset lainnya;
Daftar  kegiatan-kegiatan yang  belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya (DPA-L);

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman dan obligasi daerah.



b. Lampiran II : Neraca
c. Lampiran III : Laporan arus kas
d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini;

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai
rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 26 September 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan

pada tanggal &b

Seprtmber 012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

/T

NURDIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 adalah
sebagai berikut :

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta
Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
APBD.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Huruf f : Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2012 terdiri dari :

- Kas yang berada di Bendahara
Umum Daerah (BUD) Rp. 276.443.615,62
- Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 14.451.147.431,00

- Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 237.713.170,00
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Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013
NOMOR 14



